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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa realitas di 

lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Bedah 

Rumah bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Tua Jae belum 

sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini tercermin 

dari adanya persyaratan bahwa masyarakat penerima manfaat diwajibkan 

memberikan dana sebesar Rp5 juta agar dapat ikut serta dalam program 

tersebut. Persyaratan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar 

hukum Islam yang menekankan keadilan ('adl), tolong-menolong 

(ta'awun), keterbukaan (transparansi), serta larangan atas segala bentuk 

penipuan (gharar), pemaksaan, maupun eksploitasi (zulm). Dalam Islam, 

program bantuan sosial bukan semata-mata bermotif material, melainkan 

juga sebagai bentuk ibadah yang dilandasi nilai etis dan tanggung jawab 

sosial. Ketika program menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, tidak 

hanya merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga merusak rasa 

keadilan serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga atau 

pihak penyelenggara. 

2. Menurut tinjauan hukum Islam, praktik semacam itu termasuk dalam 

kategori muamalah yang batil atau fasid, karena mengandung unsur 

ketidakadilan dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi, yaitu 

masyarakat miskin. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa barang 
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siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan umat Islam ("Man 

ghashshana fa laisa minna"). Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam 

dalam menjaga integritas dan etika dalam setiap bentuk interaksi sosial 

dan bantuan. Oleh karena itu, praktik mewajibkan masyarakat miskin 

membayar sejumlah uang agar dapat menerima bantuan bukan hanya 

menyalahi tujuan program sosial, tetapi juga mengancam tatanan sosial 

dan spiritual masyarakat. Dari sudut pandang hukum Islam, upaya 

perbaikan harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti 

transparansi program bantuan, pengawasan ketat dari lembaga berwenang, 

serta memastikan bahwa bantuan diberikan secara cuma-cuma sesuai 

dengan maksudnya, yakni menolong fakir miskin dan kaum dhuafa. 

Pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial Islam perlu 

berperan aktif dalam mengawasi serta menindak setiap penyalahgunaan 

program. 

Dengan demikian, pelaksanaan program Bantuan Bedah Rumah bukan 

hanya menjadi tanggung jawab individu atau panitia pelaksana, tetapi juga 

merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam 

mewujudkan sistem sosial yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai 

Islam. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka program Bantuan 

Bedah Rumah di Desa Gunung Tua Jae akan benar-benar menjadi sarana 

kebaikan, menolong masyarakat kurang mampu, serta membawa keberkahan dan 

keridhaan Allah SWT. 
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B. Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah atau instansi terkait agar lebih teliti dan 

selektif dalam proses pendataan masyarakat desa yang menjadi calon 

penerima program bantuan, guna memastikan bantuan tepat sasaran 

kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, perlu adanya 

peningkatan jumlah pendamping di setiap desa agar proses pelaksanaan 

program bantuan bedah rumah dapat berjalan lebih efektif, terpantau, dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Diharapkan kepada para pendamping lapangan agar menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya secara maksimal, termasuk dengan lebih sering 

melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan untuk memastikan 

proses renovasi berjalan sesuai rencana dan ketentuan. Selain itu, kepada 

masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat menggunakan bantuan 

tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjaga dan merawat rumah yang 

telah direnovasi agar tetap layak huni dalam jangka panjang. 
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